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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 63 /PMK.09/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN

NOMOR 54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS PERPAJAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGANREPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan peran Komite

Pengawas Perpajakan perlu mengatur kembali ketentuan

mengenai tugas, wewenang, jumlah anggota, dan masa

kerja Komite Pengawas Perpajakan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan

ketentuan Pasal 36C Undang-Undang Nomor 6 Tahun

1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara

Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas Perpajakan;

Mengingat : Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.09/2008

tentang Komite Pengawas Perpajakan ;

www.peraturan.go.id



2016, No. 636 -2-

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN

ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR

54/PMK.09/2008 TENTANG KOMITE PENGAWAS

PERPAJAKAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 54/PMK.09/2008 tentang Komite Pengawas

Perpajakan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 1

(1) Komite Pengawas Perpajakan adalah komite non

struktural dan bersifat mandiri yang bertugas

membantu Menteri Keuangan dalam melakukan

pengawasan terhadap kebijakan perpajakan dan

pelaksanaan administrasi perpajakan.

(2) Lingkup tugas pengawasan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi instansi yang melakukan

perumusan kebijakan perpajakan dan instansi yang

berwenang menyelenggarakan administrasi

perpajakan baik di bidang pajak, kepabeanan, dan

cukai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

(3) Komite Pengawas Perpajakan bertanggung jawab

kepada Menteri Keuangan.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah. sehingga Pasal 2 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Komite Pengawas Perpajakan dipimpin oleh seorang

Ketua dan seorang Wakil Ketua yang merangkap

Anggota.
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